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PUTUSAN
Nomor 595/Pdt.G/2021/PA.Tgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

. tempat dan tanggal

lahir Temanggung, 02 Mei 1989, agama Islam,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di || | | |l
I (<abupaten
Kutai Kartanegara sebagai Penggugat;
melawan

B (< pat dan tanggal lahir Temanggung, 01 September

1981, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan

Tingkat Pertama, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat

kediaman semula di |
. Kabupaten  Kutai

Kartanegara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 29 April 2021

telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 595/Pdt.G/2021/PA.Tgr,
tanggal 29 April 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 595/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[EnN

. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 04 Agustus 2007,
yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercatat dalam
Kutipan Akta Nikah Nomor : 145/04/V111/2007, tanggal 04 Agustus 2007;

. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina

N

rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan
bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Makarti,
Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 bulan
dan kemudian berpindah-pindah tempat kediaman dan terakhir bertempat
kediaman bersama dirumah pemberian orang tua tergugat di Desa Makarti,
Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 5 tahun;

w

. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga

orang anak yang bernama:
|
|
|
dan anak sekarang ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan
rukun dan harmonis namun sejak tanggal 02 Desember 2017, Tergugat
ditangkap oleh Poltabes Tenggarong karena diduga melakukan tindak pidana
dalam konsumsi dan jual beli narkotika; Bahwa kemudian, pada bulan April
2018, Tergugat dijatuhi hukuman penjara selama 6 (enam) tahun, 2 (dua)
bulan, karena Tergugat terbukti bersalah melakukan tindak pidana; Bahwa
saat ini Tergugat berada di Lapas Jalan Mangkuraja, Keluarahan Loa Ipuh,
Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara; yang akibatnya

Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman dan sejak itu pula tidak

pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

()]

. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan

tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh
karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama
Tenggarong;
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6. Bahwa Penggugat bersedia menanggung biaya perkara ini sesuai aturan
yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada
Pengadilan Agama Tenggarong, agar menjatuhkan putusan yang amarnya
sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([ G@z@G@l) tcrhadap
Penggugat (G

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang
berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat secara
in parson telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan
keterangannya;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh
orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun
menurut berita acara panggilan Nomor 595/Pdt.G/2021/PA.Tgr yang dibacakan
dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan
tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang
sah menurut hukum;

Bahwa majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi
nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai
dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi
tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan

Penggugat oleh majelis hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
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Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat
didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun
kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu maka
Tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;

Bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan
alat bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 145/04/V111/2007, tanggal 04

Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara. bermeterai

cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;

2. Fotokopi Putusan dari Pengadilan Negeri Tenggarong nomor

56/Pid.Sus/2018/PN.Trg. tanggal 19 Maret 2018, bermeterai cukup dan

telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi di
persidngan ini dan Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada
pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan
keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal
sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat
telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan
keterangannya;

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum
Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain
untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sabh;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo.
Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat
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telah diberikan penasihatan supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai
dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa persidangan atas perkara ini hanya dihadiri oleh
pihak Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di
persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan
yang sah, sehingga upaya damai melalui mediasi sebagaimana diatur dalam
PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi menjadi tidak layak untuk
dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan alasan
Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka terlebih dahulu majelis hakim
akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan
Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti (P.1),
antara Penggugat dan Tergugat telah menikah sejak tahun 2008, oleh karena
itu maka Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum,
keduanya berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat untuk
bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah bahwa sejak tahun 2017
antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah
karena Tergugat melakukan tindak pidana jual beli narkoba dan dipidana
penjara selama 6 tahun 2 bulan. Puncak pertengkaran terjadi pada bulan April
2018 karena Tergugat ditangkap dan dipidana penjara selama 6 tahun karena
kasus pecehan seksual dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah
tempat tinggal hingga saat ini;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan
Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116
angka (3) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa
lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di samping Tergugat tidak pernah hadir menghadap
di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan
Penggugat meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor
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595/Pdt.G/2021/PA.Tgr tanggal 10 Mei 2021, telah diberitahukan bahwa surat
gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis diajukan pada
persidangan. Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil
gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya, oleh karenanya maka
dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diterima dan dan berdasarkan Pasal 149
R.Bg. putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P.2) berupa Petikan
Putusan nomor 56/Pid.Sus/2018/PN.Trg. yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap yang diajukan Penggugat di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa
Tergugat telah dihukum pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda
sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila
pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan
salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan
perceraian, sebagai bukti Penggugat cukup menyampaikan fotokopi salinan
Putusan Pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara disertai
keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan
hukum tetap, sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 74 Undang Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009
Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu
pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat
setelah perkawinan berlangsung sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal
119 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah cukup memperoleh bukti bahwa
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran, keduanya telah berpisah tempat tinggal bahkan
Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap dihukum pidana penjara 6 tahun yang menyebabkan perkawinan
Penggugat dan Tergugat sudah tidak utuh lagi, telah pecah (broken marriage),
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sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah
tangga (onheel baar tweespalt);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu
mengetengahkan pendapat ulama dalam Kitab Ghoyatul Maram Lis Syaihil

Majedi, yang berbunyi sebagai berikut :
aills iolall lgals 31l Lz 3) azg i)l assy pas aiil sl

Artinya: “Apabila isteri telah memuncak kebenciannya terhadap
suaminya, Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan
talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, sesuai dengan
ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19
huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 angka (3)
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk
bercerai dengan Tergugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum,
karenanya dapat dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 R.Bg);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut,
maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum
Islam, majelis hakim kemudian menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat
terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun
1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal
91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas
Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada
Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam
perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara’ dan
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut
untuk menghadap persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
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3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat ([ [ GG@l tcrhadap
Penggugat (I
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar perkara ini sejumlah Rp

595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim yang dilangsungkan pada Kamis, tanggal 20 Mei 2021 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1442 Hijriah, oleh kami Muhammad
Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Khalishatun Nisa, S.H.l., M.H.
dan Nor Hasanuddin,Lc.,M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal
20 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1442 Hijriah, oleh
Ketua Majelis tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan
didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Faidil Anwar, S.Ag., S.-H.,
M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;
Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Khalishatun Nisa, S.H.l., M.H. Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Nor Hasanuddin,Lc.,M.A.
Panitera Pengganti,

Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.

Perincian biaya :
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Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



_ 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
j putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP 'Rp 60.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
Panggilan :Rp 475.000,00
- Meterai :Rp 10.000.00
Jumlah :Rp  595.000,00
(lima ratus sembilan puluh lima rupiah).

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 595/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



